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ABSTRAK

Aswifah, (F0219502) dalam penelitian skripsi yang berjudul Strategi
Polandia Dalam Penanganan Imigran Tahun 2015-2017, dibawah bimbingan
Muhammad Nasir Badu, M.Hum,Ph.D selaku pembimbing I dan Andi Ismira,
S.IP., M.A selaku pembimbing Il pada program studi Ilmu Hubungan
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik, Universitas Sulawesi Barat.
Migrasi internasional merupakan salah satu isu dalam hubungan internasional,
yang didasarkan pada dua hal yaitu integrasi wilayah dan komunitas diwilayah
tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir terutama di Eropa terjadi peningkatan
migrasi internasional yang memicu konflik di negara negara asal seperti Afrika
dan negara negara timur tengah khususnya Suriah. Hal itu dilatar belakangi
adanya krisis pengungsi akibat banjir di Eropa tahun 2015 hingga 2017. salah satu
negara mengalami lonjakan imigran adalah Polandia. Adapun tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Polandia dalam menangani imigran
pada tahun 2015 hingga 2017 dan menganalisis dampak dari strategi Polandia
dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017. Dengan menggunkan
teori kebijakan publik, Dengan tipe penelitian yaitu deskriptif jenis penelitian
kualitatif, dan teknik pengumpulam data menggunakan studi literatur. Selain itu
jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebijakan yaitu kebijakan izin kerja,
kebijakan visa, kebijakan pengembalian imigran, penolakan masuknya imigran,
mencegah tindakan illegal, perlindungan perbatasan negara dan pengawasan
penyebrangan perbatasan. Selain itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan
dampak positif negatif yang diambil oleh pemerintah Polandia dalam menangani
imigran pada tahun 2015-2017. Adapun dampak positif negatif dari kebijakan
yang di ambil oleh pemerintah Polandia dalam menangani imigran pada tahun
2015-2017 yaitu dalam dampak positif negara Polandia mendapatkan kontribusi
ekonomi dan peningkatan pendapatan dari imigran yang mendaptakan izin kerja.
Dalam dampak negatif adanya diskriminasi tehadap imigran dari dalam dunia
kerja dan adanya persaingan tenaga kerja imigran dengan pekerja lokal.

Kata kunci: Eropa, Imigran, Kebijakan publik, Migrasi, Polandia, Pengungsi,
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang

Migrasi internasional merupakan salah satu isu dalam hubungan
internasional yang muncul seiring meningkatnya pertukaran antar aktor dalam
hubungan internasional, kejelasan perbatasan negara, dan melemahnya peluang
migrasi. Selain itu, migrasi internasional merupakan bentuk pencarian masyarakat
akan kehidupan yang lebih baik, yang didorong oleh beberapa faktor, seperti
meningkatnya populasi dunia, bertambahnya jumlah negara, revolusi atau
kekacauan komonikasi dan transportasi. atau munculnya interpertasi dan
pergolakan dunia yang tidak menentu.! pertama, harus dipahami bahwa migrasi
internasional didasarkan pada dua hal, yaitu integrasi wilayah dan komunitas
diwilayah tersebut. Dalam hal ini, wilayah adalah negara dengan segala batas dan
kedaulatannya, sedangkan keanggotaan merupakan status kewarganegaraan yang
ada pada setiap orang, tergantung pada negara tempat tinggalnya yang ikut
meratifikasi karena kelahiran atau kewarganegaraan orang tuanya. Tanpa mereka
tidak akan ada imigrasi atau emigrasi.?

Meningkatnya migrasi internasional dalam beberapa tahun terakhir,
terutama di Eropa, muncul sebagai salah satu penyebab konflik atau perang terjadi

di negara-negara Afrika dan timur tengah, terutama di negara-negara tempat

! Brian white A,A.Banyu perwita, yanya mochamad yani, ,(1997),issues in world politics, jurnal pengantar
hubungan internasional halaman 150.
2 Hampshire, J.(2023). the politic of immigration,cambridge: polity press



terjadinya perang, seperti Suriah. Sebagaimana dikemukakan oleh penulis
sebelumnya, bahwa migrasi yang di dalamnya terdapat pengungsi sebagai subjek
yang dapat didorong adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman dan
keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.?

Eropa adalah salah satu benua yang punya sejarah imigrasi besar-besaran
yang diamana terdapat pada tahun 2015 hingga 2017 menjadi waktu yang
signifikan dalam sejarah migrasi Eropa, dimana uni Eropa mengalami krisis migrasi
yang tidak didahului. Krisis pengungsi dalam konflik di timur tengah dan Afrika
utara memicu gelombang imigrasi besar-besaran ke negara-negara Eropa termasuk
Polandia. Sebagai anggota negara uni Eropa, Polandia menjadi salah satu anggota
negara yang mendapatkan permintaan kuota imigran yang paling banyak di antara
anggota-anggota negara Uni Eropa lainnya.

Selain menggambarkan perubahan politik dan sosial yang memengaruhi
strategi Polandia dalam menangani imigran pada tahun tersebut, penting juga untuk
mempertimbangkan konteks regional dan peran Polandia dalam kerangka uni
Eropa.* Peristiwa-peristiwa penting seperti krisis migrasi Eropa pada tahun 2015
penerapan kebijakan pengaturan migrasi oleh uni Eropa, dan perkembangan politik
di negara-negara anggota lainnya memiliki dampak signifikan pada strategi
Polandia.®> selama periode 2015 hingga 2017, Polandia menghadapi tantangan
dalam mengelola arus imigran. Beberapa tantangan tersebut meliputi penanganan

pengungsi dan pencarian solusi jangka panjang bagi mereka, integrasi imigran ke

® Eurostat, (2017, 03, 04). migrant crisis:migration to europe explined in seven charts. Di akes pada 21 oktober
2022 dari http://www..bbc.com/news/world-europe-34131911

* Grabowska, B. (2019),krisis migrasidan aturan hukum:polandia dan hungaria di dalam uni eropa jurnal
studi etnis dan migrasi, volume 45 no:13, 2557-2574.

® Grabowska, B.,& jakimow,t,(2019).negara-negara grup visegrad dan krisis migrasi:terperangkap di antara
solidaritas dan kepentingan pribadi.jurnal studi eropa kontemporer, volume 27 no:03, 351-377.



http://www..bbc.com/news/world-europe-34131911(di

dalam masyarakat Polandia, peningkatan keamanan perbatasan,serta koordinasi
dengan anggota negara-negara uni Eropa dalam menghadapi krisis migrasi. Dalam
hal ini, penelitian ini akan menggali strategi yang digunakan oleh Polandia dalam
mengatasi tantangan pemikiran tentang strategi Polandia dalam menangani imigran
pada tahun 2015 hingga 2017 yang akan memberikan wawasan yang lebih luas
tentang kebijakan. ini berkaitan dengan tujuan sosial, politik dan ekonomi Polandia.
Selain itu analisis ini dapat membantu melihat apakah strategi yang digunakan oleh
Polandia berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi pelajaran
yang dapat dipetik untuk pengembangan kebijakan masa depan.® Selain itu,
penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak sosial, politik, dan ekonomi
dari strategi tersebut. untuk itu penelitian ini diberi judul ”strategi polandia dalam

penanganan imigran pada tahun 2015-2017”.

1.2 Batasan dan Rumusan masalah
1.2.1 Batasan masalah

Untuk menghindari melebarnya topik pembahasan, maka penulis membatasi
peneltian ini dengan berfokus pada strategi yang digunakan oleh polandia dalam
menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017. Karena pada tahun tersebut

dimana negara Polandia menghadapi Kkrisis imigrasi yang kompleks.

6 Szuleka, M. (2017).kebijakan krisis dan migrasi pasca aksesi:kasus polandia.jurnal studi internasional dan
keamanan eropa tengah, volume 11 no:01, 55-74.



1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penulis di atas, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015- 2017?
2. Apa dampak dari strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015-

20177

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Dari latar belakang hingga rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan
bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Bagaimana strategi polandia
dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga 2017 dan untuk menganalisis
dampak dari strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015 hingga

2017.

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Bagi penulis: penelitian ini dapat digunakan tidak hanya sebagai bahan
referensi untuk memperluas wawasan dan mengembangkan kreativitas
penelitian ilmiah, tetapi juga sebagai referensi komparatif bagi peneliti lain.

2. Kontribusi akademis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang lebih baik tentang strategi polandia dalam menangani imigran pada tahun
2015 hingga 2017, serta dapat memberikan sumbangan pada pengetahuan dan

pemahaman tentang kebijakan imigrasi di Eropa.



3. Rekomendasi kebijakan: hasil penelitian dapat memeberikan rekomendasi
kebjakan bagi pemerintah Polandia dalam menghadapi tantangan migrasi
dimasa depan dan meningkatkan pendekatan yang lebih efektif dalam
menangani imigran.

4. Peningkatan kesadaran publik: penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran
publik tentang kompleksitas isu imigrasi dan stratgi yang diterapkan oleh
negara dalam menangani imigran. Hal ini dapat membantu mengurangi
stereotip negatif dan meningkatkan pemahaman masyarakat dan ekonomi
Polandia.

5. Dasar bagi penelitian selanjutnya: penelitian ini dapat menjadi dasar bagi
penelitian lanjutan dalam bidang studi migrasi dan kebijakan kewargaam, baik
di Polandia maupun di negara-negara lain, serta dapat membuka peluangn
penelitian lintas disiplin yang lebih luas.

Dengan tujuan dan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

yang berarti dalam memahami strategi Polandia dalam menangani imigran pada

tahun 2015-2017.

1.4 Metode penelitian

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
kualitatif pendekatan ini dimulai dengan data dan kemudian mengolahnya menjadi
informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan. Tipe penelitian yang

digunakan adalah tipe deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan



menganalisis strategi yang diadopsi oleh Polandia dalam menangani imigran pada

tahun 2015-2017.

1.4.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah studi literatur yang melibatkan pencarian, pemilihan dan sintesis literatur
yang relevan dengan topik penelitian. Ini melibatkan membaca dan menganalisis
berbagai artikel, buku, dan jurnal. Studi literatur ini akan memberikan landasan
teoritis dan pemahaman mendalam tentang konteks teoritis dan penelitian

sebelumnya yang relevan dengan strategi polandia dalam menangani imigran.

1.4.3 Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu jenis data yang bersifat
sekunder, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk
tujuan lain dan dapat digunakan ulang dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data
sekunder dapat berupa literatur ilmiah antara lain buku,artikel, dan jurnal yang
berkaitan dengan topik penelitian. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan landasan
teori terkaita strategi Polandia dalam menangani imigran pada tahun 2015-2017.

dengan sumber data dari artiker, buku, dan jurnal.

1.4.4 Analisis data

Berdasarkan jenis data yang digunakan oleh penulis di atas adalah jenis data

sekunder, maka teknik analisis data dalam penelitian ada beberapa tahap yaitu:



1. Mengumpulkan data dan mengorganisir data langkah tersebut dilakukan
untuk fokus pada data yang di ambil dari berbagai sumber.

2. Membaca semua data yang sudah dikumpulkan merupakan langkah
selanjutnya ketika data sudah terkumpul, hal ini diharapkan penulis mampu
dapat menemukan sumber terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3. Mengklarifikasi dan mengkategorisasi data yang merupakan metode untuk
menyusun data secara sistematis.

4. Setelah itu data dihubungkan satu sama lain dengan mengguakan teori atau
konsep yang telah disiapkan. Dari proses tersebut, maka akan menghasilkan
sebuah pemahaman tentang fenomena yang di teliti.

1.5 Waktu dan lokasi penelitian
Adapun waktu dan lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu:
1.5.1 Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus dan akan
direncanakan selesai pada bulan oktober 2023.
1.5.2 Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten majene, provinsi
sulawesi barat. Di perpustakaan universitas sulawesi barat serta melalui literatur
yang ada di internet.
1.6 Sistematika penyusunan skripsi
Pada bagian awal sistematika penyusunan skripsi ini di mulai dari sampul
terlebih dahulu setelah itu akan di uraikan dalam beberapa bab, sistematika

penyusunan dalam proposal ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:



Bab | : pendahuluan, pada bab 1 ini berisi tentang latar belakang, Batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian , serta
sistematika penyusunan skripsi.

Bab Il : kajian teoritik dan telaah pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teoritik
dan telaah pustaka yang menjelaskan tentang teori ataupun konsep yang
digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori ataupun konsep Yyang
digunakan adalah kebijkan luar negeri dan Teori Foreign Policy Inputs.

Bab 11l : Data, pada bagian ini berisi tentang data data yang di anggap penting yang
digunakan untuk menganalisis Apa dampak dari adanya strategi polandia
dalam menangani imigran tahun 2015-2017, serta Bagaimana strategi
polandia dalam menangani imigran tahun 2015-2017

Bab IV : pembahasan, pada bagian ini berisi analisis detail data berdasarkan teori
yang telah dipilih sebelumnya.

Bab V : Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan



BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN TELAAH PUSTAKA
2.1 Kajian teoritik

Adapun kerangka teori ataupun konseptual yang akan digunakan dalam

penelitian yaitu adalah sebagai berikut:

2.1.1 Teori kebijakan publik

1. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan publik adalah kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan
kewajiban dan fungsinya kepada masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya,
kebijakan pemerintah yang mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat adalah
kebijakan yang ditujukan untuk kebaikan publik (masyarakat). pengertian kebijakan
adalah prinsip atau tindakan yang dipilih untuk memandu pengambilan keputusan.
Penyusunan kebijakan publik diawali dengan perumusan masalah yang
teridentifikasi. Setelah itu, dengan menerapkan kebijakan tersebut, tujuan utnuk
mengatasi masalah yang muncul di masyarakat.”’

Istilah kebijakan publik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari
dan kegiatan akademis seperti perkuliahan ilmu sosial politik, ekonomi dan hukum.
Namun istilah tersebut juga dapat merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik seperti,
kebijakan Debirokratisasi dan deregulasi pemerintah. Menurut Charles O. Jones
istilah kebijakan (policy) digunakan dalam bisnis sehari-hari, tetapi sebagai

pengganti aktivitas atau keputusan yang sama sekali berbeda. Istilah ini sering

" Mustari, N. (2015).pemahaman kebijakan publik.yogyakarta:leutikaprio



dikacaukan dengan tujuan, program, keputusan, kriteria, proposal, dan proyek besar.
Tetapi sementara kebijakan publik mungkin tampak agak abstrak, atau seperti
sesuatu yang terjadi pada individu, seperti yang ditunjukkan contoh di atas, pada
dasarnya banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan Kita sehari-hari dan sangat
dipengaruhi oleh kebijkan publik.?

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang
dimaksud dengan kebijakan publik (public policy). khususnya dalam literatur ilmu
politik, masing-masing defenisi tersebut memberi penekanan yang berdebada-beda.
Hal ini disebabkan karena kebanyakan defenisi dipengaruhi oleh masalah tertentu
yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Kebijakan publik dibuat oleh
pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Disisi lain. Pendekatan dan
model yang digunakan para ahli akhirnya menemukan bagaimana  Kebijakan
publik tersebut hendak didefenisikan kebijakan publik ditunjukan untuk
kepentingan masyarakat. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan
setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang sama, yang
berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut respon ini yang
disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari
negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah
untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut bangsa dan negara.’

Menurut mustopadidjaja sistem kebijakan publik adalah keseluruhan pola
kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di

antara 4 elemn vyaitu masalah kebijakan publik, pembuat kebijakan publik,

¢ Ibid ,him.3
% ibid
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kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran. Sistem kebijakan
publik dikenal adanya unsur-unsur input, proses dan output:

a. Input: masalah kebijakan publik, masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya
faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatarbelakangi atau
peristiwa yang tersebut, yang berupa tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau
tantangan dan peluang yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan
publik. Masalah itu dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan
publik baru.

b. Proses pembuatan kebijakan publik: proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat
politis, dimana dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang
berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan

c. Output: kebijakan publik yang berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan
utntuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan
oleh kebijakan publik.

d. Impact (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran, kelompok sasaran
adalah kelompok-kelompok orang atau organisasi-organisasi yang perilaku atau
keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut.'

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses
kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada fase ini
akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa
yang akan datang. Oleh sebab itulah, sangat dibutuhkan kehatia-hatian yang lebih

dari para pembuat kebijakan(policy maker) ketika akan melakukan formulasi

10 Bintoro dan mustopadidjaja 1998 elemen-elemen sistem kebijakan publik. Jakara: gunung agung

11



kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif-alternatif
kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah yang telah masuk dalam agenda
politik. Untuk bisa memahami proses formulasi kebijakan, langkah pertama yang
harus dilakukan adalah perlunya memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran
dalam proses perumusan kebijakan, baik aktor-aktor yang resmi maupun yang tidak
resmi.
Menurut Pearsons secara metodologis, melakukan Klarifikasi pendekatan

atau model kebijakan publik pada lima pendekatan antara lain:

1. Pendekata/model kekuasaan

2. Pendekatan/model rasionalitas

3. Pendekatan pilihan publik

4. Pendekatan personalitas

5. Pendekatan kognisi dan informasi
Adapun beberapa macam model formulasi kebijakan publik yaitu:

1. Model rational-comprehensive

2. Teori incrementalism

3. Teori (mixded scanning theory) pengamatan terpadu

4. Model institusional

5. Mode elit-massa

6. Model kelompok

7. Model sisitem politik**.

1 Fadilla, P. 2003, paradikma kritis dalam studi kebijakan publik. Yogyakarta: pustaka pelajar
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Formulasi kebijakan sebagai suatu proses dapat dipandang dalam dua
macam kegitan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang
harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh
kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang
menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya
diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini
suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga
resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang
dipilih. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu?

Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu
kebijakan formulasi. Defenisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan
implementasi. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan.*® Pengertian kegagalan kebijakan kedalam dua kategori yaitu
non implementation dan unscuccesful implementation. Keberhasilan atau kegagalan

suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara

12 Nigro, A dan lidya, G. 1984. modern publik administration, new york: harper international edition
18 \Wahab, S.A. 1997. Analisis kebijakan: dari formulasi inplementasi kebijakan negara ed. 2. jakarta: bumi
aksara
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nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan progaram-program peningkatan
kualitas pendidik secara ideal yang telah dirancang sebelumnya. Suatu kebijakan
implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau
monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama pelinknya dengan
kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan
memepengaruhinya.'*

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur/proses siklus kebijakan publik,
menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah
sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu di
evaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah
kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan
dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan harus
dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori(kebijakan) dangan
praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak
tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.™

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat Kinerja suatu
kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup
waktu. Untuk dapat mengetahui outcome dan impact suatu kebijakan sudah tentu
diperlukan waktu tertentu misalnya lima tahun semenjak kebijakan itu di
implementasikan, sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini maka outcome dan
impact dari suatu kebijakan belum tampak. Evaluasi kebijakan merupakan proses

mendapatkan gambaran tentang kebijakan publik dalam pelaksaannya, alat yang

% Hogwood, B. W. dan Lewis A. G. 1984 policy analysis for the real world, oxford university press
15 Nugroho, R. 2004. kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: media elex komputindo
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dipakai dan tujuan-tujuan yang diberikan. Evaluasi berkenan dengan produksi
informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi
yang valid dan dapat dipercaya mengenai Kkinerja kebijakan yaitu seberapa jauh
kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.®

Tujuan poko evaluasi adalah untuk melihat seberapa besar kesenjangan
antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah
bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Evaluasi bertujuan
untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Adapaun ciri-ciri dari
evaluasi kebijakan publik yaitu:

1. Menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan

2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan,
dan target kebijakan.

3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi

4. Dilaksanalan tidsk dalam suasana perumusan atau kebencian

5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan®’

Faktor eksternal dapat memiliki pengaruh signifikan dalam perumusan
kebijakan publik di suatu negara. Faktor-faktor eksternal ini mencakup berbagai
elemen di luar batas negara yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Berikut
beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perumusan kebijakan:

1. Tekanan internasional: tekanan dari negara-negara lain, organisasi internasional,

atau aktor non-negara seperti LSM internasional dapat mempengaruhi

16 Muhadijir, 1996 metodologi penelitian kualitatif edisi 3. yogyakarta: rake sarasin
YNugroho, R. 2008 public policy. Jakarta: pt elex me-dia komputindo
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perumusan kebjakan. Contohnya, sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik dari
negara lain dapat mendorong suatu negara untuk mengubah kebijakan tertentu.

. Isu global: isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional,
atau keamanan regional dapat memaksa negara untuk merumuskan kebijakan
yang mempertimbangkan dampak global.

. Hubungan bilateral: hubungan bilateral antara negara-negara dapat memiliki
dampak langsung pada perumusan kebijakan. Kesepakatan atau konflik bilateral
dapat mempengaruhi pilihan kebijakan suatu negara.

. Pengaruh ekonomi: kondisi ekonomi global, termasuk fluktuasi pasar keuangan,
perdagangan internasional, dan kebijakan ekonomi negara-negara besar, dapat
mempengaruhi kebijakan ekonomi dan fiskal suatu negara.

. Keamanan internasional: isu-isu keamanan internasional seperti terorisme,
konflik bersenjata, dan keamanan siber dapat memaksa suatu negara untuk
merumuskan kebijakan keamanan dan pertahanan yang relevan

. Kehalalan internasional: norma dan nilai internasional, termasuk hak asasi
manusia, demokrasi, dan perlindungan lingkungan, dapat mempengaruhi
begaimana suatu negara untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan
standar internasional.

. Krisis kesehatan global: krisis kesehatan global seperti pandemi dapat memaksa
negara-negara untuk merumuskan kebijakan kesehatan publik yang melibatkan

kerja sama internasional.
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8. Bantuan dan investasi asing: bantuan pembangunan dan investasi asing dapat
mempengaruhi prioritas kebijakan di negara penerima, terutama dalam hal
pengembangan ekonomi dan sosial.

9. Perubahan teknologi: kemajuan teknologi dan konektivitas global dapat
mempengaruhi kebijakan terkait keamanan siber, privasi data, dan inovasi.

10. Opini publik internasional: opini publik di negara lain, terutama dalam era
media sosial, dapat mempengaruhi presepsi dan tindakan suatu negara dalam
perumusan kebijakan.

Faktor eksternal ini sering kali memaksa suatu negara untuk menyesuaikan
kebijakan domestiknya dengan tuntutan dan perubahan di dunia luar. Oleh karena
itu, pemahaman yang baik tentnag faktor eksternal dan kemampuan untuk
beradaptasi dengan perubahan global sangat penting dalam perumusan kebijakan
publik®®,

Untuk itu dalam teori kebijakan publik ini dapat menjadi kerangka teoritis
yang relevan untuk menganalisis proses pembentukan, implementasi, dan evaluasi
kebijakan imigrasi yang di tangani oleh polandia. Teori kebijakan publik membantu
dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan, peran
aktor politik,interaksi pemangku kepentingan, serta dampak kebijakan tersebut

terhadap penanganan imigran di polandia.

2.2 Telaah pustaka

Telaah pustaka merupakan survei penelitian sebelumnya segala sesuatu

yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Tujuan dari telaah pustaka untuk

18 Waltz, K. N. 1979 theory politic international. Amerika: Addision-wesley
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mengetahui perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya untuk dapat
mempertimbangkan kebenaran penelitian dan menghindari unsur-unsur plagiat.
Penulis menemukan bahwa beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti
sebelumya yang berkaitan dengan judul yang saat ini di teliti oleh penulis. Berikut
beberapa penelitian sebelumnya:

Penelitian sebelumnya yang pertama berjudul The International Migration
and Foreign Policy Nexus: the Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey, yang
ditulis oleh N. Ela Gokalp Aras dan Zeynep Sahin Mencutek.® artikel ini
membahas bagaimana reformasi kebijakan luar negeri turki yang telah
memengaruhi Krisis pengungsi suriah, yang telah membuka jalan menuju kebijakan
imigrasi. ®°  kebijakan turki dalam menanggapi krisis pengungsi suriah
mencerminkan keberangkatan yang signifikan dari situasi global, dengan kebijakan
pertama turki untuk arus pengungsi kurdi irak pada tahun 1998 dan 1991. turki
telah mengadopsi kebijakan terbuka untuk pengunsi suriah, menghindari
perlindungan pengungsi. Migrasi dan pemberian tanggung jawab untuk ikut serta
dalam gagasan mencari bantuan dari negara atau lembaga lain untuk menangani
masalah pengungsi ini selama beberapa waktu. Tujuan dari penelitin ini adalah
untuk mewujudukan soft power turki. Selain itu, untuk mencapai tujuan politik lur
negerinya yaitu berperan sebagai negara yang kuat di kawasan, serta membangun

reputasi yang baik di mata dunia internasional sebagai aktor yang sangat penting

dapat ikut serta dalam pelanksanaanya. Solusi untuk masalah manusia dan politik.?

9 N. ela golkap aras dan Zeynep sahin mencuntek, (2015), the international migration and foreign policy nexus,
jurnal the case of Syrian refugee crisis and turkey, migration letters, volume 12,no:3, 193-208.

“ibid, halaman 205.

%! ibid, halaman 194.
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Dalam menyelesaikan konflik suriah yang memaksa warga suriah
meninggalkan tanah air mereka untuk menghindari konflik, turki telah mengadopsi
kebijakan pintu terbuka tanpa kompromi. Awalnya, warga suriah yang memasuki
wilayah turki dianggap sebagai pengungjung dan bukan pengungsi yang sah,
meskipun tidak ada istilah seperti itu dalam hukum pengungsi internasional. Namun,
karena jumlah pengungsi yang masuk ke negara itu meningkat, turki menetepakan
keadaan aman sementara pada oktober 2011, seperti yang terjadi dalam
menanggapi  krisis pengungsi irak pada tahun 1991. undang-undang ini
memungkinkan pengungsi suriah untuk menerima suaka sementara sampai mereka
dimukimkan kembali dengan aman di negara ketiga. Perubahan tanggapan turki
terhadap krisis pengungsi suriah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,
pemerintah turki mulai kesulitan menangani masalah di dalam suriah tanpa
kewenangan pemerintah suriah. Kedua, bantuan turki diberikan kepada pemerintah
oposisi suriah sedemikian rupa sehingga tampaknya tidak diinginkan. Ketiga,
kekhawatiran turki di perbatasan suriah tumbuh setelah banyak kematian.?

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wisnu Ady Septian pada tahun 2018
dengan judul Analisis pengambilan keputusan polandia dalam penolakan
pengungsi masa pemerintahan Beata Szydlo penelitian ini mejelaskan bagaimana
faktor-faktor mempengaruhi keputusan polandia untuk menolak menerima

pengungsi pada masa pemerintahan Beata Szydlo. Karena penelitian ini

2|hid, halaman 204
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menggunakan begitu banyak variabel yang di anggap penting, tentunya diharapkan
dapat menghasilkan hasil penelitian yang komprehensif.?

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Brian Rizky Bimantara tahun 2018
dengan judul inkonsistensi polandia dalam merespons krisis pengungsi di eropa
penelitian ini menjelaskan dua alasan utama mengapa polandia bertindak tidak
konsisten dalam krisis pengungsi eropa. Pertama, perbedaan identitas antara orang
polandia dan pengungsi. Kedua, keberhasilan proses pengungsi mengakibatkan

kurangnya insentif untuk perubahan rumah tangga.?*

28 Septian.W.A.(2018).analisis pengambilan keputusan polandia dalam penolakan pengungsi pada masa
pemerintahan beata szdylo,malang:universitas brawijaya

¢ Bimantara, B.R.(2018). inkonsistensi polandia dalam merespons krisis pengungsi di eropa,
surabaya:univeristas negeri sunan ampel
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BAB IlI

GAMBARAN UMUM

IMIGRAN DI POLANDIA

Pada bab ini penulis akan mambahas tentang gambaran umum migrasi di
Eropa dan Polandia sebagai negara pengirim migran di kawasan Eropa. Fenomena
migrasi manusia telah ada setua peradabannya. Pada masa itu, migrasi manusia
dilatarbelakangi alasan perubahan lingkungan dan iklim. Sedangkan perkembangan
faktor pendorong dan penarik terjadinya migrasi pada masa sekarang dapat dilihat
dari keinginan migran untuk melepaskan diri dari tekanan politik, agama, budaya,
serta himpitan ekonomi.?

Untuk mengetahui perkembangan migrasi manusia, khususnya di Eropa
penulis akan menyampaikan secara singakat sejarah imigran di Eropa dan Polandia
di dukung dengan beberapa referensi yang berkaitan dengan isu temuan yang
dikemukakan oleh Hein de Haas dalam hasil penelitiannya yang berjudul European

Migrations: Dynamics, Drivers, and the Role of Politicies,*®

3.1 Sejarah Imigran di Eropa Dan Polandia

a. Sejarah Migrasi Eropa
Migrasi pekerja dan pengungsi telah menjadi bagian dari sejarah kawasan

Eropa. Di antara negara-negara dengan sejarah kolonial, migrasi menjadi isu utama

% Hughes, H (2023,09 28). immigrants, refugess, and asylum seekers: A Global View, the center for
independent studies policy monogrhapy di akses dari http://www.cis.org.au/upload.

%Haas. D.H, (2023, 09 28). european migrations: dynamics, drivers, and the role of policies, publication office
of the european union luxembourg di akses dari http://publications.jrc.ec.european.eu/repository/handle

21


http://www.cis.org.au/upload.

beriringan dengan kebebasan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada
masa tahun 1950-1970an, negara-negara Eropa secara lebih jauh menyaksikan
bagaimana terjadinya migrasi tenaga kerja yang masif dari kawasan selatan Eropa,
seperti Turki dan Afrika Utara, walaupun pada masa ini, migrasi berkaitan dengan
permintaan dan suplai tenaga kerja, bukan tentang tantangan sosial dan lainnya.
Kemudian, setelah terjadinya topik perdebatan, sampai pada dekade-dekade
selanjutnya.?’ Untuk melihat dinamika migrasi di Eropa, penulis menguraikan
beberapa data yang menunjukan fase-fase perkembangan migrasi di Eropa dari
masa ke masa. Keempat fase tersebut erat kaitannya dengan perubahan ekonomi
dan seiringan perubahan dalam ideologi ekonomi, perubahan struktur permintaan
tenaga kerja Eropa, perubahan demografi, serta proses integrasi dan perluasan
kawasan Eropa. Sebelumnya, akibat pengaruh dari dekolonisasi, perubahan
demografi, pesatnya pertumbuhan ekonomi, serta pembentukan Uni Eropa sebagai
zona bebas perdagangan dan migrasi, memuncuklak Eropa sebagai tujuan utama
migrasi global.”®

Pada fase pertama antara tahun 1945 sampai 1970, perusahaan-perusahaan
berkala besar memfokuskan investasi pasca perang dan ekspansi produksi di
negara-negara maju Eropa. Sebagaian di antaranya di bantu dengan program US
Marshal yang kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta
peningkatan kekurangan tenaga kerja berketerampilan rendah disamping juga
akibat perubahan demografi dan peningkatan tingkat pendidikan berkontribusi pada

penurunan suplai tenaga kerja domestik. Hasil yang ditimbulkan dari hal tersebut

2" Doomenrik, J.& Callejo, B. M. (2023 09 28). national immigration and integration policies ini europe since
218973. di akses dari https://link.springer.com.content.
Ibid
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adalah perekrutan besar-besaran tenga kerja migran dari negara yang relatif kurang
maju dari kawasan mediterania pada saat itu. Selain dari negara seperti Irlindia,
Filandia ke negara Eropa barat sebagai basis industri seperti Jerman barat, Swiss,
Italia bagian utara, Belgia, Austria, Perancis, Belanda, Inggris, Denmark, Swedia
dan Luxembang. Kemudian dari tahun 1960an, terjadi transisi migrasi di negara-
negara tersebut dikarenakan penuaan dan pertumbuhan ekonomi, perekrut dari
negara-negara seperti Jerman, Belgia, Perancis dan Skandinavia mulai
meningkatkan perekrutan tenaga kerja dari Maroko, Turki, Tunisisa, Aljazair, dan
juga dari beberapa negara bekas koloni seperti Mali dan Senegal ke Perancis,
Karibia ke Inggris.?®

Akhir dari fase ini ditandai dengan krisis minyak tahun 1973, yang
kemudian membekukan perekrutan juga sebagai awal dari serangkaian resesi
ekonomi sampai memasuki tahun 1980an. Bersama dengan jatuhnya tingkat
kelahiran, dan juga peningkatan biaya tenaga kerja di negara-negara kaya,
mendorong restrukturisasi ekonomi global, melibatkan investasi modal pada area
industri baru di negara berkembang, mengubah pola perdagangan dunia, serta
pengenalan teknologi-teknologi baru. Kemudian dilanjutkan dengan fase ke dua
antra tahun 1970 sampai pertengahan 1990an. Fase ini bertepatan dengan suatu
pemerataan kebijakan ekonomi neoliberal yang didominasi oleh defergulasi
ekonomi, seperti fleksibelisasi pasar tenaga kerja dengan meningkatkan perekrutan
sementara pekerja migran, pencabutan subsidi negara pada sektor-sektor seperti

tambang, galangan kapal, dua industri berat, privasitisasi perusahaan milik negara,

% bid
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perpajakan yang kurang progresif, peningkatan ketimpangan ekonomi, serta
pengikisan persial yang dipicu oleh pengaturan jaminan sosial.*

Beberapa perubahan dalam bidang politik dan ekonomi tersebut
berkomunikasi pada pemecatan massal pekerja pabrik dan tambang, serta pekerja
migran lainnya. Pada periode ini, produksi industrii dialihkan ke negara-negara
dengan tingkat upah rendah. Kembalinya pekerja dalam skala besar yang telah
diantisipasi sebgai akibat dari pembekuan rekrutmen nyatanya tidak terjadi. Pekerja
migran lebih memilih untuk menetap dan membawa serta keluarganya dikarenakan
ketidakpastian umum serta kemungkinan penutupan perbatasan. Reuni keluarga dan
pernikahan baru antara generasi kedua dan pasangan yang tinggal di komunitas asal
adalah faktor penting dalam menjelaskan mengapa migrasi dari Maghreb, Turki,
dan negara asal lainnya terus berlanjut pada tingkat yang relatif tinggi bahkan
selama periode resesi. Namun, pengangguran massal dan segregasi berkontribusi
pada marginalisasi jangka panjang atas bagian penting dan populasi imigran ini
serta generasi kedua.*

Dari pertengahan 1980an, terjadi pertumbuhan ekonomi kembali.
Perkembangan pesat di sektor agrikultur dan konstruksi tidak mengalami perubahan.
Namaun, dangan pergeseran ekonomi ke bidang jasa, permintaan pekerja di bidang
industri yang tidak tumbuh, mengarah pada pengangguran jangka panjang para
pekerja migran dengan keterampilan rendah. Perkembangan perbedaan cabang
pasar tenaga kerja memicu kebutuhan kembali pekerja kasar dibidang agrikultur

dan sektor jasa baik formal maupun informal. Hal ini juga termasuk peningkatan

% 1bid
3 Ibid

24



permintaan pekerja rumah tangga wanita, dikarenakan pada saat itu terjadi
peningkatan jumlah wanita yang memasuki angkatan kerja terampil. Ini
memberikan dorongan lebih lanjut untuk lebih memfasilitasi mobilitas tenaga kerja
intra-Uni Eropa. Meskipun hak untuk migrasi tenaga kerja bebas sudah diterapkan
sejak 1968, salah satu tujuan utama dari perjanjian pembentukan bersama Uni
Eropa dan gagasan kewarga negaraan Eropa, serta perluasan Uni Eropa adalah
untuk mendorong mobilitas tenaga kerja bebas, yang umumnya dilihat pemerintah
akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di negara tujuan dan negara asal.*
Fase ketiga ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989
sekaligus sebagai tanda keruntuhan Uni Soviet dan komunis yang kemudian,
memunculkan permintaan demokratis di Eropa Tengah dan Timur, sampai Krisis
ekonomi tahun 2008. dampak dari hal tersebut adalah terjadi percepatan migrasi
sementara para pencari suaka yang mencari suaka di Eropa Barat. Periode ini
merupakan periode di mana terjadi liberalisasi ekonomi bersama dengan masuknya
Eropa Tengah dan Timur dalam area bebas migrasi Eropa. Fase ini juga
menunjukan terjadinya pembukaan perbatasan tenaga kerja baru di Eropa Tengah
dan Timur, di antaranya Polandia, Romania, Bulgaria, Ukrania, Albania, dan
Republik Baltik. Negara-negara tersebut menjadi kawasan sumber baru migran bagi
Eropa Barat dan Selatan. Kemudian juga menjadi negara transit dan imigrasi atas
kehendak mereka sendiri. Periode ini juga ditandai dengan perkembangan ekonomi
terbarukan dan kemunculan tujuan migrasi baru di pinggiran Eropa Barat dan

Selatan dimana Irlandia, Italia, dan Spanyol menarik banyak migran dari Eropa

%2 1bid
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Timur, Afrika Utara dan Barat, serta Amerika Latin. Hal ini merupakan perubahan
penting dari periode sampai 1990, saat migrasi non-Uni Eropa didominasi migrasi
dari Turki dan negara-negara Maghrib. Perkembangan ini bertetapan dengan
kelanjutan integrasi Eropa, pembentukan zona Schengen dan penguatan bersama
kontrol perbatasan eksternal UE. Pada 1990an, khususnya Spanyol dan Italia benar-
benar menjadi negara tujuan migrasi Kemudian yang terkini yaitu fase keempat
yang dimulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Fase ini ditandai dengan Krisis
ekonomi global pada tahun 2008 di mana terjadi setidaknya untuk sementara
mengakhiri perkembangan dan perluasan ekonomi Uni Eropa, dan migrasi Eropa
yang dikarakteristikan dengan konsolidasi dan stabilisasi migrasi intri-Uni Eropa
dan kelanjutan imigrasi yang tinggi dan negara-negara no-UE.*

Efek dari krisis tersebut berdampak pada migrasi dalam int